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ABSTRAK
INDRA KESUMA HADI,S.H., M.H.
Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil
dilakukan secara tertulis di hadapan Geuchik dan disaksikan oleh dua orang saksi,
memerlukan pengesahan dari Camat dan adanya pengumuman dalam kerapatan
Gampong akan tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian bagi hasil penggarapan
sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap di Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perjanjian bagi hasil
penggarapan sawah di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Faktor-faktor
penyebab masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya melakukan
perjanjian bagi hasil penggarapan sawah tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan penyelesaian sengketa
perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh
Jaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu data
penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat
teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil
penggarapan sawah di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara
lisan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa meminta pengesahan dari Camat
dan tidak adanya pengumuman dalam kerapatan gampong. Faktor penyebab
ketidaksesuaian antara perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Kecamatan
Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil adalah karena faktor alam dan kurangnya kesadaran hukum.
Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Kecamatan
Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara musyawarah yang disaksikan
langsung oleh aparatur Gampong.
Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil penggarapan
sawah di Kecamatan Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya untuk melaksanakan
perjanjian bagi hasil penggarapan sawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil guna memperoleh kepastian hukum dan
terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya.
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